BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah melarang istibdal atau
pengalihfungsian tanah wakaf kecuali dalam keadaan
darurat. Istibdal harta wakaf hanya boleh dilakukan guna
memelihara tujuan dasar wakaf agar tidak hilang. Penjualan
diperbolehkan jika wakaf itu sudah sampai pada tahap
dianggap tidak menghasilkan manfaat lagi. mazhab
Hanabilah berbeda pendapat dengan mazhab Malikiyah dan
Syafi'iyah, lebih fleksible yakni membolehkan istibdal harta
wakaf yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi dengan
mengalihkan atau menukar barang lain sebagai gantinya,
karena bersandar pada sahabat Umar R.A yang
memerintahkan untuk memindahkan masjid ke tempat lain,
diketahui oleh para sahabat, dan tidak ada yang menentang.
karena peristiwa ini menunjukkan upaya pengalihan wakaf,

sehingga menjadi ijma. maka boleh dijual atau dialihkan,

127



128

mengekalkan manfaat wakaf dan melindunginya dari
ketersia-siaan, karena tidak ada cara lain. Pendapat mazhab
Hanafiyah membolehkan istibdal harta wakaf, menitik-
beratkan pada maslahat. Pembolehan ini berpijak pada sikap
keleluasaan yang sangat dijunjung tinggi oleh penganut

mazhab Hanafi.

. Pengaruh pengalihfungsian tanah wakaf terhadap status

tanah wakaf tidak ada. Perubahan status harta benda wakaf
dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis
dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI (Badan Wakaf
Indonesia). perubahan status tanah wakaf terjadi apabila
dijual sehingga tidak berstatus tanah wakaf, Selain itu dapat
terjadi jika tanah wakaf sebagian dipakai untuk fasilitas

umum sehingga status tanah wakaf berkurang.

. Dalam Bab IV Pasal 40 dan Pasal 41. Meskipun dalam

perwakafan ini pada awalnya dalam Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 melarang harta benda wakaf untuk digunakan
sebagai berikut: digunakan jaminan, disita, dihibahkan, dijual,
diwariskan, ditukar, ataupun dialihkan dalam bentuk

pengalihan hak lainnya.
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B. Saran-Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran penulis sebagai
berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan bagi
masyarakat tentang alihfungsi tanah wakaf dan status tanah
wakaf yang telah dialihfungsikan untuk menjamin
kemanfaatan tanah wakaf yang berkepanjangan dan
berkembang sedalam dengan perkembangan zaman.

2. Penulis menyarankan kepada masyarakat umum dan
khususnya kalangan akademisi agar skripsi ini menjadi
bahan masukan untuk melakukan penelitian lebih mendalam
lagi tentang istibdal harta wakaf terutama membahas seputar
alihfungsi tanah wakaf. Dalam penelitian ini, penulis banyak
menemukan  permasalahan-permasalahan yang  masih
membutuhkan penelusuran lebih jauh yang berkaitan dengan
masalah alihfungsi tanah wakaf. Oleh karenanya, penulis
berharap agar skripsi ini dapat dijadikan sebagai titik tolak

berangkatnya penelitian-penelitian lain.



